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dengan Rahmat tuhan yang MASA ESABUPATI TANGGAMUS,

Negara Nomor 3667); ’ ahan Lembaran

P—uhanpengaturanP StFUktUraI
pembangunan yang pada gilirannv03" •

Pelaksanaanbudayamasyaraka* *lhrannya menjadi nilai nilai

K^atePneng?Xamus “ A"*k «i
bersama antarT P”Xrin^ hSebaSai uPa^
keluarga, masyarakat dan ,Da^rah’ orang tua,
menjamin pemenuhan haklnak; USaha Untuk

dimaksud hSebagaimana
Ramlh Anak.

PeratUran Daerah tentang “Kabupmen
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Undang Undang Nomor 3g Tahun Ten

Republik Indonesia Nomor 3886); 8&ra

Undang-Undang Nomor 23 Tahun onno to >
Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tamhahan i uNegara Republik Indonesia Nomor 4235)
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentana
2009 N

Negara RePublik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063); puDllk
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Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
"8

Pengembangan Kabupaten/ Kabupaten Layak

D^PeX^^
Indikator Kabupaten/ Kabupaten tXnak; ?

N°mOr 21 Tah” 2013 «ntang

Kebijakan Sekolah Ramah Anak; " nla"8

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
g ° the Chlld

Sgswsösswas»
D~a7^ Ramah

P:X“anMTa^“^^^^Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; ° tentan2

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

kabupaten tanggamus
dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DARPam V A mtn * mn»



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

4.

7.

5.
6.

1.
2.
3.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

^b~a diatur daiam peraturan Perundang-und^y^
I -

Provinsi adalah Provinsi Lampung;
Daerah adalah Kabupaten Tanggamus-

°-” —Bupati adalah Bupati Tanggamus-

dalam mencapai Indikator Kabupaten Ramah Anak-



. —— —15. Pekon adalah kesatu^ *KabUPaten Ta"«~;
yang berwenang untuk meneatur d

Um memikk> batas wilayah
kepentingan masyarakat seteX berLXXak^ Peme™tahaa'
asal usul, dan/atau hak

16 KCSatUa" «eP«oX daiam

y- d^ut PRA adalah kesatuan wllayah
sumber daya lokal masyZakat danT•

menyatUkan kOmitmen da"
pembangunan yang berada dilinak

USaha daIam pelaksanaan
menghormati, *tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan daXk ' melmdungi anak dan
pendapat anak yang direne v disknminasi, dan mendengar
berkelanjutan ’ " g d'renCanakan ^ara sadar, menyeluruh dan

17. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara «d k--.x:=z
kesehatan tingkat keXXXXkeXt\Xte^ PC'ayanan

Pelayanan Kesehatan Puskesmas RumahmRS (Pustu), Pusat
Rumah Sakit, Laboratorium Klinik v»

Bersalin, Balai pengobatan,
dan mengedepankan XX g memenuhi bak-hak anak
yang datang berkunjung atau pada“X Pada anak

berkunjung;
8 8 ataUpUn anak aahat yang sedang

k—
kebijakan, program dan kegiatan

y&ng mengkoordinasikan
ramah anak dari TabuJ «nggaraan kabupaten
unsur eksekutif legislatif dan vud V tT beranggotakan wakil dari
didukung pergunaan d'"ga"
kepemudaan, dunia usaha orana t v 1

Pemenntah, organisasiUnia Usaha’ orang tua, keluarga dan melibatkan forum
22 a“ aman adalaH PeHlndungan perempuan dan
23.P2TP2A adalah Pusat Pe.ayanan Terpadu Periindungan Perempuan dan



BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

manusia, keuangan, sarana,

c. Mengimplementasikan KRA melalui

Pasal 2
Pengaturan KRA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

pembangunan daerah secara menyelurah^ dan perencanaan
indikator KRA; dan erkelanjutan sesuai dengan

1

manusia yar^ berim^d^be^ Yberakhlak mulia sehat berilmn v ? Tuhan Yang Maha Esa,

J7«a negara yang demotatisser^^^ men>di
b. Mengintegrasikan potensi sumber daya X •

hak-hakanak; “^"akat dan duma usaha dalam memenuhi

Pasal 3
Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a. Pemenuhan dan perlindungan hak- hak anak; danb. Peran serta pemerintahan daerah, dunia usaha danpemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
masyarakat dalam

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI
Pasal 4

Upaya KRA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
a. Tata pemerintah yang baik;
b. Non-diskriminasi;
c. Kepentingan terbaik bagi anak-

' ~angan anak dan
e. Penghargaan terhadap pandangan anak.



BAB IV

HAK ANAK

PASAL 8

Pasal 5
Implementasi KRA didasarkan pada strategi:

a. Pengutamaan hak anak •

(1) Hak anak meliputi;
a. Hak sipil dan kebebasan;
b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan altematiPc. Kesehatan dasar dan kesejahteraan-

e* SX’STWaktU 1Uang' kegiatan da"
(2) dan kebebasan sebagaimana dimaksudpadaayat(l)hurufa

a. Hak anak atas identitas:

Pasal 7

Pasal 6

dilakSanakan mengintegrasikan pengarusutamaan hak

a' Sng^ PenyUSUnan kebijakan’ kegiatan

kecamatan; dan Sampai ^8“ «^at
d. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidaklangsung untuk bertanggung jawab terhadap penXuhl hak Xk



d.
e.
f.
g.
h.

d ^“presi dan mengeluarkan pendapat;
e' Hak ’ berhatl nurani’ bera8ama dan berkepercayaan-e. Hak berorgamsas, dan berkumpul secara damai; ’
1- Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;g- Hak akses informasi yang layak dan

a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua*b. Anak yang terpisah dari orang tua;c. Reunifikasi;
Pemindahan anak secara ilegal;
Dukungan kesejahteraan;
Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga-Pengangkatan/adopsi anak;

^eiuarga,

Tinjauan penempatan secara berkala danKekrasan dan penelantaran

““ —n*-
b. Kesehatan dan layanan kesehatan;c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dana. btandar hidup’

b. Tujuan dari pendidikan; dan

tfil „C' 'ibUran' kegiatan budaya, dan olahraga~--sus sebagalmana
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;c. anak dalam situasi eksploitasi; dand. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9
(1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua.waliperlindungan dari perlakuan

a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual-c. Penelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyayaan;e. Ketidakadilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya.

atau pihak lain mendapat



(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakL
BAB V

INDIKATOR KABUPATEN RAMAH ANAK

PASAL 10
(1) Indikator KRA terdiri dari :

a. Penguatan kelembagaan;dan
b. Klaster

(2) Pelaksanaan KRA di daerah dilakukan berdasarkan klastera. Hak sipil dan kebebasan;
b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dane. Perlindungan khusus.

Pasal 11

Ind‘kat°r penguatan kelembagaan sebagaimana di maksud dalam pasal 10ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Adanya peraturan perundang-undangan dan
pemenuhan hak anak;

b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak,
untuk penguatan kelembagaan;

kebijakan untuk

termasuk anggaran

c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dankegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompokanak lainnya; H

d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KRA dan mampumenerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan-e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dankecamatan; ’
f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dang. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

Pasal 12

hSk fS‘Pil dan- kebebasan sebagaiman dimaksudkan dalam pasal 10ayat (2) huruf a memiliki indikator;
a. Persentasi anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan aktaKeiamran;
b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c. Jumlah kelompok anak, temasuk forum anak, yang ada di kabupatenkecamatan, kelurahan dan pekon ramah anak.



Pasal 14

a. Angka kematian bayi;
b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;d. Jumlah ruang ASI;
e. Persentase imunisasi dasar lengkap-f.«lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan
& UeUX“ akses peningkatan
h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dani. lersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 15
Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luanp v •sebagaimana dimaksudkan daiam pasal W ayat (2) huruf d mS^indikat^a. Angka partisifasi pendidikan anak usia dini-.ISSES?-'-“■>«-

Pasal 13

dimaksudk^aTm palaU^yat^ Sebagaimana

uT:^reieXr“sX^ beias) tahun:
Pengasuhan dan perawatan anak; dan

8 ke‘Uarga tentan8
c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 16



(ABH» *“8

bencana yang memperhatikan

^^-bentuk pekerjaan

'“ anak-

BAB VI
tahapan kabupaten ramah anak

Pasal 17
(1) Tahapan KRA meliputi:

a. Persiapan;
b. Perencanaan;
c. Pelaksanaan;
d. Pemantauan;
e. Evaluasi; dan
f. Pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KRA
mempertimbangkan pandangan
anak.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)anak yang diperoleh melalui konsultasi

Bagian kesatu
Persiapan
Paragraf 1

Umum
Pasal 18

Sebagaimana dim“" P- 17 ayat (1) hund

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KRA;b. Pembentukan gugus tugas KRA; danc. Pengumpulan data dasar.



Paragraf 2

in gizi pada

n air susu

f.

g-
h.

d.
e.

a. Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
• Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangaidhhta,

C' ran8ka mend°r°ng Peningkatan pemberia,

k . Kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok(5) Kebijakan dasar KRA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luangdan kegiatan budaya, meliputi: 8’

-^-dalarnrangkamenlngkatkan angka partisipasi pend.dikan

Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KRA
Pasal 19

SSÜ “k '“•"s- *»«..
(2) Kebijakan dasar dan kebebasan meliputi-

’S'tabun-
Pan kelahiran Usia 0 < belapan

^«n“XPX“ktmn^permohonan sebagaimana distu^m^^undangan yang berlaku; perundang -
cPenyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakitdaerah, rumah sakit pnvat, puskesmas dan klinik/rumah bersalin-d. Penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan

(3! Keh^^^^^8 terbentuknya forum anak dan/atau kelompok anakal^mZuh k'USter 'ingkUngan ke‘Uarga da" ^-han
a. Kebijkan dan program dalam rangka penurunan persentase usiaperkawman pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun-b. Mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluargatentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
"dtT^^ keSejahteraa" -ah

daSar dalam WUSter keSChata" da- «an kesejahteraan,

Kebijakn dalam rangka peningkatan fasilitas laktasi*lela^ da'am Peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar
Mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanankesehatan reproduksi dan mental;

*yanan

Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang yang mendapatkan



Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KRA

Pasal 20

”®mbentuk °ugus Tugas KRA sebagaimana dimaksuddalam pasal 18 huruf b dan ditetapkan dengan peraturan bupati(2) Gugus Tugas KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembagakoordinatif yang anggotanya terdiri dari-
a. Unsur eksekubf, legislatif.dan yudikatif yang membidangi anak-o. Perguruan tinggi;
c. Organisasi non pemerintah;
d. Organisasi kepemudaan;
e. Dunia usaha;
f. Orang tua keluarga; dan
g. Forum anak atau nama lain yang sejenis.

'3|ÏSÏÏ™ pada aya, (1| dikatual okh k,.,

’^mbX^ jaWab da‘am dan mengawal

(5) Tugas pokok Gugus Tugas KRA adalah:
a. Mengkoordinasi berbagai upaya pengembangan KRA;b. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KRA;c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan
d- Melakukan pemantauan terharia^ . . ,

b.Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belaiarpendidikan 12 (dua belas) tabun; J J
c. Penyediaan sekolah inklusif;
d. Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah-yang mengatUr tentan« ™te aman dan selamat kesekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolahXlah Pr°8ram' Sarana’ Prasarana Perjalanan anak ke dan dari
f. Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan“yang ramah anak> diluar ssekolah- yang dapat diakses
g. Membentuk sekolah ramah anak

<6) KRA HuSter perl*ndungan khusus, meliputi-
b KebHakan

y“g membu‘uhkan perlindungan khusus;vana^e 7 Tan berhadaP“ dengan hukum (ABH)yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif-C' ^TdSane PenanggU‘angan memperhatikan kepentingan
d. Menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentukpekerjaan terburuk anak. oentwc



tugas KRA

e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakanprogram dan kegiatan dalam RAD KRA; dan
f. Membuat laporan kepada bupati.

(6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota gugus
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dankegiatan terkait pemenuhan hak anak;
b. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD
c. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksanapengembangan KRA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalamperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi danpelaporan pelaksanaan.

(7) Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangkapembentukan gugus Tugas KRA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Pemenntahan daerah dapat mendayagunakan wadah atau lemabaga terkaityang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan

T“ UngS1 seba«aimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) danayat (6) Peraturan daerah ini.
(9) Ketentuan lebih lanjut tentang gugus tugas KRA diatur dalam peraturanbupati.

Paragraf 4
Pengumpulan data dasar

Pasal 21
(1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf cadalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah'sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KRA

,Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari SKPDterkait dan hasil penelitian valid lainnya yang di susun secara berkala danberkesinambungan.
(3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

a. Menentukan fokus program;
b. Menyusun kegiatan prioritas;
c. Mehhat sebaran program/ kegiatan anak lintas OPD terkait- dand. Menetukan lokasi percontohan

Bagian kedua
Perencanaan

Pasal 22

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf bdilaksanakan dengan:



" “D “ "" ~ i*

J ^Rgint.grasi.n RAD k.dakm, renoana kerja .....
• Pengintegrasian Rad ke dalam rencana kerja OPD- dane. Pemasukan dokumen RAD ke dalam rencana kerja Anggaran OPD.

Pasal 23
Penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah rencana keriaPemenntah daerah, rencana kerja SKPD, dan rencana kerja anggaran SKPDitetapkan sesua. dengan ketentuan perundang-undangan yang bSlaku

Bagian ketiga
Pelaksanaan

Pasal 24

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud
didasarkan pada RAD KRA.

dalam pasal 17 ayat (1) huruf c

Pasal 25
(l)Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada dipemermtah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencanamenyeluruh, dan berkelanjutan.
,2,°U^ WgaS berkewaJiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hakanak dengan memanfaatkan media.

Bagian keempat
Pemantauan

Pasal 26

(i) Pemantenan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (D humf h„ XX- -memenuhi seluruh mdikator KRA.
<3) pekoTslm3” d‘lakUkan. Secara berkala Pada 'ingkat kecamatan, kelurahanpekon sampai dengan tingkat suku/kewilayahan

bupa"^ lebih 'anjUt tentang KRA diatur dalam peraturan



Bagian kelima
Evaluasi
Pasal 27

Bagian keenam
Pelaporan
Pasal 28

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu
Umum

PhshI 29

mendukung pemenuhan hak anak;
y g

b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak'
a Z 'kan anggaran penguatan kelembagaan;BS -

oerKaitan dengan pemenuhan half anab'

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 «v«t m k r ,
(21Zr"°‘eh gU8US tUgaS KRA dan SKPD terkai‘ kepada Bupatibe-CnTg"^ kepada peJabat yang

undangan yang berlaku. peraturan perundang-

(1) Evaluasi sebagaiman dimaksud dalam pasal 17 avat 11) hnmf 1 1untuk menüai hasiI > huruf e, d.lakukan
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) •

keseluruhan proses yang dilakukan dalai v
Ü penilaian terhadap

indikator KRA. rangka pencapaian seluruh
(3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun.mulai dari tingkat keesmat
(4) EvaluX^akuk -ku/kewilayahfn
( ) aluasi dilakukan oleh gugus tueas KRa utm, .



anak sejak

d.

e.

f.

g.

(1) huruf b
tetap setiap

hendnlr
ang8aran «*agaimana dimaksud pada ayattwndaknya menmgkat seüap tahun atau sekurang-kurangnya

X“an"^^ Mak SeSUai —P-. bakat. dan
Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

bab VIII
kewajiban ORANG tua

PASAL 30
Seüap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

" menjaga keSehatan anak d“ —at

Pasal 31

seLTde^n

.... -*--

f daU tepilah — keiatnin, utnur dan

h Me.T^iSi:SitUaSi dan kondisi di d—; dan
hak an^n dan dunia usaha ^am pemenuhan

tahapan pengembangan KRA yang terdiri dan-
dengan

a. Persiapan;
b. Perencanaan;
c. Pelaksanaan;
d. Pemantauan;
e. Evaluasi; dan
f. Pelaporan.



BAB IX
KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 32

f.

d.
e.

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:
a. Bertanggung jawab terhadap penyelengaraan perlindungan anak-
' menjaga keSehaUn anak da"“ «jak

C' XlTh.tJarWab?rhfad.aP keWaJiban a dimaksud dalampasal 30 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Dalamterjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 9-Menjamm perhndungan anak dalam memeluk agamanya- ’
Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari ’

penyakit vaneST^elangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan danMembenkan kesepatan yang seluas-luasnya kepada anak unt^memperoleh pendidikan untux

BAB X

PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
SERTA DUNIA USAHA

Bagian kesatu
Peran serta dan tanggung jawab masyarakat

Pasal 33

n yang

(2’^ZTtSn dJmakSUd Pada ayat (1» berikut:a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseoranean

“Ïa"3 diatUr PeratUra" P-ndang-uXTa 8

b.
c.

d.

e.

f.
perlindungan

terhadaP Pelaksana“ pengangkatan anak;uTkeX^^ dalam— «enggat^
Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikankhusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum •

CkSP1°itaSi tCrhadap anak —g. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak^2lban_perTvala]i£Linaai^_n^xdgxi^ . yang menjadi



h. Aktif dalam upaya melindungi anak dari
dan/atau psikis;

tindak kekerasan fisik

j-

i. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KRA denganmembenkan masukan berupa informasi yang obyektif; danMengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam peraturan bupati.

Bagian kedua
Peran serta dan tanggaung jawab dunia usaha

Pasal 34
(1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak danperlindungan anak:
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikufa. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja pérempuan yangmenyusui; &

b. Memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;c. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak darimasa kanak- kanaknya, potensi dan martabatnya;
d. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang’dihasilkan aman bagianak; &

e. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukunghak anak; &

f. Melakukan kampanye untuk kemajuan dan mempromosikan hak anak-dan ’
g. Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajibmentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 35

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalamberlakuPemenUhan peraturan P^rundang-undangan yang

BAB XI
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DANPEKON DAN KELURAHAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Pemenntah daerah menetapkan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan



Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 37

Sekolah ramah anak paling sedikit di tetapkan 1kecamatan dan dari setiap jenjang pendidikan.
(satu) sekolah di setiap

b.
c.
d.
e.
f.

a. Mempunyai kebijakan yang and terhadap kekerasanran^m”'3”' Perpel°nCOan' Pemalakan, pengucilan atau inümidïï
«kan,

Memiliki program usaha kesehatan sekolah ( UKS )•
• Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat •

enerapkan prilaku hidup bersih sehat (PHBS ) •

Termasuk sekolah Adiwiyata •

“CZ/ kantm kejUjUran dan ^81atóU -rdaganan
g. Siswa terlibat/di libatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah

«mah anak

Pasal 38

ÏrdXT bekerjaSama' keberagamanX.erXTX
^X^yTXe^lXZX"8 * makSUd Pada ayat O sekurang-

Bagian Ketiga
Pelayanan kesehatan ramah anak

Pasal 39

^‘ayanan kesehatan ramah anak di tetapkan di seluruhbatk fasthtas pelayanan fasilitas negen atau swasta
pelayanan kesehatan

Pasal 40
(1’ £sehaT aerhatan ramah anak di dasarkan Pada kemampuanPel^yanan kesehatan dalam mpniomin , . .



BAB XI
PENDANAAN

Pasal 42

Bagian keempat
Pekon ramah anak

Pasal 41

* (-Mpekon

a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah-
c SuXaTmerintah PUSat dan/ataU Pe™rintah provinsi; dan
' SeSUai dengan P—dang-undangan

rangka KRA peraturan daerah ini

Maksud pada ayat (1)
a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi-

IE—-"-
’ -0. Sarana dan prasarana yang meliputi-
1) Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
a M r!a a tentang hak ke*ehatan anak;’ (tXuyïn^^ menyusu dini,

kawasan tanpa rokok; dan
8 persahnan> merupakan

(3) KeteLSaniT^'?fkUn8an memenuhi ketentuan standar‘’^X^nbX^8 k“ — anak diatur



BAB XII
SANKSI ADMINITRATIF

Pasal 43

pada

pasal 9

pengenal

g-

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

ketentUan “^-ana dimaksud dalampidana sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.
e.

b. Peringatan tertulis; dan
c. Pencabutan izin.

admü"f sebagaimana dimaksudy U) aiatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN
Pasal ^*15

Melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surafMemotret seseorang; ’
Memanggii orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannva dengan

Pasal 46

'■ l“"”" ““ •—“>

(1) sekolah dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan .ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 aylt (2 hun r® 7langgar
40 ayat (2) huruf b dikenakan sank^i admiXtdfTXa. Teguran lisan; H

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian-c. Menyuruh berhentt seseorang tersangka dan memeriksa tandadin tersangka;



h. Mengadakan penghentian penyidikan;dan.. Melakukan ündakan lain menurut hukum yang bertanggungawab.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Diundangkan di Kota Agüng 1 '
pada tanggal 2 Maret 2018

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Maret 2018

Pj.BUPATI TANGGAMUS,

ZAINAL ABIDIN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

ANDI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN2.Q18.NOMOR 159
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENLAMPUNG : (03/ 680/TGS/ 2018)

TANGGAMUS,PROVINSI



AINAL ABIDIN

ANDI WIJAYA

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggall Maret 2018

Pj.BUPATI TANGGAMUS,

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 201.8 NOMOR 159

LAMPUNGE^3/ MO/TGsTaO “BUPATEN TANGGAMUS,PROVINSI

h. Mengadakan penghentian penyidikan;dan
i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



PENJELASAN
ATAS

Menyambut kcbijakan kabupaten Ramah Anal-olch pcmerinta h dirumuskanpusat, onggmnus

upaya

। urnbuh,

usaha.pcriu dijalm lebih k
1 urusan
program,

Ra mail
bersama

1. UMUM
Rcgenerasi dan

UM? I " mcrupakan »ujudP y antara pcmcrinlah
masyaraka. dan dunia usah . Untuk

pc'reneanaan
mini budaya

anak di
aniara

oai melalui komiimcntlun dengan dilandasi

di Kabupaten

tentang

KABUPATEN RAMAH ANAK

mi.

Selain itu, pembentukan
komiimcn yang kuat sebagaidaerah, orang u.a, keluarga
menjarnin pemenuhan hak anakhukum. Atas dasar kesad^n

PERATURAN daerah kabupaten tanggamus
NOMOR 03 TAHUN 2018

negara, masyarakat dan keluarga dal„Dengan demikian anak merupakan ' HgaSU ’ <kin ,nelmdungi anaksehingga hart.s dilindungi dan dm,•umbuh dan berken,bang seen " T -W dapa, bidup
kemanusiaannya Upava me

‘ J st 'SU;U dengan harkat <
‘

-ak pcriu diikkïXa?™ P-'—K- dan pen,
dan pelaksanaan pembangunan vang Xhlr"masyarakat. g ' u «’mannya rnenjadi

Kebüakan:
bidup, lumbuh, berkembang dan ' b(V" i'Khl'^ nH«r anak daprn
dengan harkat dan nuu (aba! ke.uunus' °P"ml scsuai
dari kekerasan dun diskriminas, mnk

nW"‘lal,al P-I.ndungan
ddakukan sccara sckloral mel- k

* ' p‘ "uba" lK,k anak lidak dapal
P^gran, dan kegia Pcngin^^,, berbllga| keb
Cla-a" <>'cb karena Ü b7hUb-gaa '« pgan anak dJ
d-rah tentang Kabupaten Ran.ab An P~"

berbagai inisialif upaya pengembangau Kabta< 3upaten Tanggamus dipcrlukan sebtmai ,pcmcrinlah daerah, orang tua keluarp-— k ^njamin penamuhan b 'kperlindungan anak beruou ! l.
” 11 U^UI1 P'mcrmiahan

menjarnin terpenuhinya hak nn'sk"' ’ diln b1'»'11
berkernbang, dan berpartisipasi' secar dUPU' hidup'
manabat kemannsman, ° d-ga” ba^at dan
diaknminasi, yang merupakan urusnn^v f "ldu,,gim dari kekcrusan dan
menguatkun dasar pembentukan neran ,r^ daCral1’ “'nakin



‘""uk mcmcnuhi hak-bak«naK. '",,k 'ndi,lu' P‘'"HarUsulamaa„ hal,

n. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jclas

Cukup Jclas

Cukup Jclas

panisip.i . j .

mcngakui dan yaitu

yaiiu
dankcicrbukaan inlormasi,

yang ba ik”
tata pcmcrintahan

suprcmasi hukum ;

™mbedakan
kebangsaan, status ckonomi kondis nT ' P°J,,ik’ asal
sosial lainnya; Sl < ^‘npun psikis anak, atau

Yang dimaksud dengan
transparansi, akuntabiliias.

c. Yang dimaksud denrm «-L . .
mcnj"dikan hnl yang paling baiktegïX'k """k’ yai,u
dalam seUap kebijakan, program. dan kc^^' ""‘"m
ang dimaksud dcnuan Ivik

dan pcngcmbangan anak" v lil
"n"' h'dUp’ kcli,nKsungan hidup,

Kelnngsungan l„d„p.|„n p,-, kvmbu ‘ , l"""k kkl"P.

:-="=xx^ =scsu'"" "al .vang .ne.npcnguruhidin.n' . ' 'erhadnp scgala

Cukup jdasPasal 7

d^la8m ™nginicgra^^ hak hak anak- ” —Pasal 6

Pasal 8
Ayal (2) -narna dan ke'vmganeXn an d r a<-

pembuatan akla kclahiran « > ./ ? <H1 "K Peilyi-’lenggaraan
layanan hinuea tinpkm b,a' i?1?*"?1 dan (l‘lakukan pendckaian



orang nja dakim

pcrijinan dun

mematuhi kctentuan tentang kritera' P-vtliam. ^iitas (|a„ SH,.ur
"

--n^nka.. anuk
St 1 IO KCK'll'C l;i:ir> 1 1pongawasan; ^uaan

«•dunya kekrasan manusiawi UnPahukum. ' crmasL|k kcttka anak berhadapan dcngtm

Liniuk rncnjalankan

J-''

»sz-~
; -mcrdcka sesum kcinginannya; P< ‘W berckPn-s> secara

keyakinLny^^ dibcrikan ruanj

mcmbcrikan pembinaan/ ”
e- Jaminan bahwa anak dapat bcrkumpul secara dorgamsasi yang sesuai dengan merci

‘ ’ Umai dan membeniukL Jaminan bahwa scliap anak t.dak 'r ’

diekspos ke publik lanpa izin dai'i '" ' M P’ïbadinya atau
>TH-ngganggu lumbuh kembungnya

* !l lSl bl" UlULI yi,ng uka"
K- Jaminan bahwa pcnyedia

kclayakan inlhrniasi bagi
J ci m la 1 1 mcmadai yang
inormasi secara

Ayai (3)

b.

d.

r.

g-
Anak (LKSA)
mcndapaikkan perlindunga

h. Mcmastikan :mak I idak menH

;"r
orang tua, misJlnya XVS a bX dUn —•Mcmastikan anak tidak tlip.sahLn , dpcmisahan (crsebnt unluk kep<nlin.. n, , l i" "Janyil kccuaii

Mempentemukan anak .

peraturan. dipantat, dan dievaluasi lum amkc'pcnungan.erbaikunakluap1crpem,l„; kcmbangma
emasukan “«^nak yang berada di Lcmbaga kescjahmraan*ll‘iu pant! Icrpcnulii h .k ।: „ni» ... .

Pemindahan anak lanoa
‘ ‘ Sek'lul1 U1Wah;

walinya dan pcmindahan maXet """ ‘"iW clan
dalam kondiai sejahtera meJ keXX '

ae. Mcmastikan anak vane a; , ' "K""Pu;
-endapatktu. pcngt.st.bmt kdua^a
Memastikan pengangkatan atau X'



Pasal 9

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal l|
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

l>- 1
Cukup jelas



Pasal 37

Pasal 38
Cukup jclas

Pasal 39
Cukup jclas

Pasal 40
Cukup jclas

Pasal 4 1
Cukup jclas

Pasal 42
Cukup jclas

Pasal 43
Cukup jclas

Pasal 44
Cukup jclas

Pasal 45
Cukup jclas

Pasal 46
Cukup jclas

Pasal 47
Cukup jelas

Cukup jclas

ÏAMBAHAN
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